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Abstrak
 

Pelanggaran HAM Berat Timor Timur yang terjadi dalam kurun waktu Januari-September 1999 pada saat

pra dan pasca jajak pendapat menurut KPP HAM TIMTIM, berdasarkan fakta dokumen, keterangan dan

kesaksian, dari berbagai pihak, pelanggaran tersebut tak hanya merupakan tindakan yang dapat digolongkan

sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia atau gross violation of human rights yang menjadi tanggung

jawab negara (states responsibilities), namun dapat dipastikan, seluruh pelanggaran berat HAM tersebut

dapat digolongkan sebagai universal jurisdiction. Yaitu mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,

pengusiran dan pemindahan paksa serta lain-lain tindakan tidak manusiawi, terhadap penduduk sipil, ini

adalah pelanggaran berat atas hak hidup (the rights to life), hak atas intregrasi jasmani (the rights to personal

integrity), hak akan kebebasan (the rights to liberty), hak akan kebebasan bergerak dan bermukim (the rights

of movement and to residence), serta hak milik (the rights to property).

 

Pemerintah atas desakan internasional akhirnya mengadakan persidangan terhadap pelaku melalui

Pengadilan HAM Ad Hoc TIMTIM di Jakarta. Seperti yang sudah diperkirakan bahwa akan terjadi

kekecewaan dalam vonis pengadilan tersebut. Hal ini sudah terlihat dari kerancuan definisi-definisi

mengenai pelaku pelanggar HAM, tindakan pidana dan tanggung jawab komando dalam pasal-pasal di UU

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta ketidakmampuan para penegak hukum dalam

membuktikan dakwaan yang dimaksudkan. Dunia Internasional kecewa terhadap vonis yang telah

dikeluarkan dan melalui Komisi Ahli PBB direkomendasikan agar dilakukan pengadilan ulang atau

dilakukan pengadilan tribunal. Untuk itu Indonesia harus menyikapi secara serius hal-hal tersebut dan

sesegera mungkin mengubah cara pandang pespektif HAM sesuai dengan Hukum Internasional dan

melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap perundangundangannya sehingga tidak terulang kembali

pelanggaran HAM yang serupa. Dan hendaknya di kawasan Asia Tenggara di bentuk Pengadilan HAM agar

HAM dapat ditegakkan, karena pada hakekatnya Penegakan HAM adalah tugas negara dan jika negara gagal

melakukannya maka negara yang harus diadili sebagai bentuk tanggung jawab di dunia internasional melalui

pengadilan yang tidak dibentuk oleh negara yang bersangkutan tapi merupakan pengadilan yang sesuai

dengan standar internasional.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=88624&lokasi=lokal

